UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI INDONESIA by Tarigan, Victor Osmond
  
 
 
95 
 
BAB III 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis pembahasan, hasil penelitian yang penulis lakukan 
dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Argumentasi para pihak dalam praktek pengajuan upaya hukum 
terhadap putusan praperadilan di Indonesia berbeda-beda. Mulai 
dari upaya hukum biasa yaitu pemeriksaan banding dan kasasi serta 
upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut 
dikarenakan aturan hukum praperadilan khususnya mengenai 
upaya hukum terhadap putusan praperadilan belum diatur secara 
jelas dan sistematis. Sehingga argumentasi para pihak berbeda-
beda dalam mengajukan upaya hukum dan berakibat disparitas 
putusan praperadilan. 
2. Formulasi yang tepat untuk mewujudkan payung hukum terhadap 
putusan praperadilan; dalam jangka pendek Mahkamah Agung 
harus mengeluarkan aturan mengenai upaya hukum bagi putusan 
praperadilan agar terdapat pedoman bagi para pihak dalam 
melakukan upaya hukum dan dalam jangka panjang dengan 
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3. reformulasi KUHAP khususnya mengenai lembaga praperadilan 
sehingga terwujud aturan yang jelas dan sistematis dalam 
mewujudkan payung hukum terhadap putusan praperadilan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis menyarankan 
agar dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Hakim harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai 
praperadilan sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara 
praperadilan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa 
keadilan dalam masyarakat serta kesatuan putusan praperadilan. 
Saran tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan 
bagi para hakim mengenai penemuan hukum dan filsafat hukum. 
Agar dalam menerapkan aturan hakim tidak hanya berdasarkan 
Undang-Undang tetapi mempunyai argumentasi yang 
komprehensif mengenai aspek filosofis, sosiologis dan keadilan 
sehingga bisa diterima dan dipahami oleh para pihak. 
2. Harus dibuat hukum acara tentang praperadilan secara jelas, tegas 
serta sistematis dalam satu aturan sebagai pedoman para pihak 
dalam melakukan upaya hukum. Saran tersebut dapat diwujudkan 
dengan membuat Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang berisi perubahan 
ketentuan mengenai lembaga praperadilan. 
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